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Ringkasan Eksekutif
Sebagai salah satu kebijakan kendali mutu dan kendali 
biaya yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan, Kompetensi 
Berbasis Kinerja (KBK) diharapkan mampu meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pelayanan JKN di FKTP. Namun 
demikian, kesenjangan dalam fasilitas dan ketenagaan 
membuat FKTP menjadi sulit dalam menerapkan kebija-
kan KBK ini terutama didaerah yang sulit dan terbatas 
fasilitas kesehatannya. Pemilihan indikator yang tepat 
untuk fasilitas kesehatan di daerah ini diharapkan mampu 
memberikan keadilan dalam meningkatkan pembangu-
nan kesehatan yang berkelanjutan untuk peningkatan 
mutu layanan kesehatan.

Pengantar
 Kebijakan JKN yang sudah diimplementasikan di 
Indonesia sejak 2014 telah berhasil memberikan kemuda-
han bagi warga negara Indonesia dalam mengakses 
pelayanan Kesehatan. Walaupun di beberapa daerah 
masih terjadi ketimpangan namun utilisasi pelayanan 
kesehatan meningkat signifikan dibandingkan sebelum 
era JKN. Utilisasi yang meningkat perlu dilihat sebagai 
sebuah kesempatan untuk mengembangkan program 
peningkatan mutu layanan yang lebih baik lagi di era JKN 
ini. BPJS Kesehatan sendiri telah menerapkan program 
kendali mutu kendali biaya untuk menjawab tantangan 
masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Salah 
satunya adalah dengan meningkatkan kinerja FKTP 
melalui kebijakan KBK yang dituangkan dalam Peraturan 
BPJS Kesehatan No. 7 tahun 2019. 

Masalah Kebijakan
 Kebijakan KBK ini bertujuan untuk meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pelayanan JKN di FKTP sebagai 
pintu masuk bagi peserta JKN untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Hal ini didasarkan pada beberapa 
study yang menemukan bahwa KBK berdampak pada 
peningkatan kualitas pelayanan di FKTP dengan pene-
ta-pan nilai target yang tepat dan penyesuaian kapitasi 
sesuai dengan target tersebut. Selain itu, temuan OJK 
tahun 2017 menemukan adanya indikasi double costing 
untuk kasus-kasus non-spesialistik yang mana dapat 
memperberat kinerja dari FKTRL dan mengganggu kesta-
bilan finansial dari BPJS yang sudah defisit1. 
 Kebijakan KBK ini diberlakukan pada seluruh FKTP 
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan kecuali FKTP 
yang berada di wilayah yang sulit akses terhadap jaringan 
komunikasi. Penilaian dilakukan setiap bulan berdasarkan 
target/capaian bulan sebelumnya. Indikator utama yang 
dinilai adalah angka kontak (≥150‰), rasio rujukan 
non-spesialistik (≤2%), dan rasio peserta prolanis terken-
dali (≥5%). Hasil penilaian akan menentukan besaran 
kapitasi yang diterima oleh FKTP2.
 Kajian dari kebijakan KBK di beberapa negara 
menemukan hubungan yang positif dimana kebijakan KBK 
mampu meningkatkan mutu layanan kesehatan primer 
seperti penurunan peresepan antibiotik yang berlebihan3. 
Namun demikian tantangan terbesar dari sistem KBK ini 
adalah pemilihan indikator yang tepat sebagai acuan 
untuk insentif/kapitasi. Indikator yang ditentukan 
haruslah adil, dapat diukur secara tepat, tidak menimbul-
kan kebingungan, dan dapat diterima oleh fasilitas kese-
hatan yang diukur4.

Hasil Penelitian
 Di daerah sulit seperti NTT, kebijakan KBK yang 
diterapkan oleh BPJS diprediksi akan menyulitkan FKTP 
terutama Puskesmas. Dari 22 Kabupaten/Kota di NTT, 
baru Kota Kupang yang menerapkan kebijakan ini. Hal ini 
dikarenakan dari segi kelengkapan pelayanan FKTP di 
Kota Kupang merupakan yang paling lengkap baik dari 



segi ketenagaan, fasilitas, peralatan dan sebagainya 
dibandingkan dengan kab/kota lainnya. Walaupun 
demikian, wawancara mendalam dengan pengelola 
program di Dinas Kesehatan Kota Kupang menemukan 
bahwa kebijakan KBK ini masih menuai pro dan kontra di 
lapangan terutama Puskesmas. Puskesmas menilai 
indikator utama yang diterapkan dalam KBK tidak adil, 
terlampau tinggi dan sulit untuk dipenuhi. 
 Angka kontak ≥150‰ sulit untuk dicapai mengin-
gat banyaknya kompetisi dari FKTP lainnya di Kota Kupang 
seperti dokter praktek, klinik swasta, dsb. Ditambah lagi, 
kegiatan preventif dan promotive yang banyak menyum-
bang angka kontak masih minim dilakukan karena keter-
batasan tenaga. Untuk indikator rujukan non-spesialistik 
(≤2%), keterbatasan kompetensi dokter dan peralatan 
yang ada di Puskesmas menyebabkan rujukan harus 
diberikan walaupun sebenarnya bisa ditangani di Puskes-
mas. Sementara untuk indikator prolanis, komponen 
tambahan seperti tekanan darah dan kadar gula darah 
menjadi tantangan tersendiri bagi Puskesmas untuk dipe-
nuhi. 
 Dinas Kesehatan sudah berusaha untuk mendor-
ong tenaga kesehatan yang ada agar lebih aktif lagi dalam 
memberikan sosialisasi program, menjaring peserta 
melalui kunjungan rumah, Posyandu, penjaringan siswa di 
sekolah, dan meningkatkan upaya promotive dan preven-
tif. 

Akibat Jika Tidak Ada Perbaikan
 Melihat hasil dari Kota Kupang, apabila akan 
discale-up ke kabupaten/kota lainnya maka kebijakan KBK 
ini akan berpotensi menurunkan pendapatan dari Puskes-
mas yang ada di NTT. Dimana pendapatan utama Puskes-
mas bersumber dari kapitasi JKN. Di Provinsi NTT sendiri, 
masih ada 21% Puskesmas yang tidak memiliki tenaga 
dokter umum. Belum lagi kompetensi tenaga dan perala-
tan yang ada masih terbatas sehingga penurunan 
pendapatan akan berdampak pada semakin lambatnya 
upaya peningkatan mutu di Puskesmas. 

Rekomendasi
 Rekomendasi kebijakan yang harus segera diam-
bil untuk mengatasi isu ini adalah: 
1. Pemerintah Prov/Kab/Kota perlu memikirkan perce-

patan pembangunan kesehatan di NTT khususnya 
dalam pembangunan sumber daya manusia kesehatan 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar semua 
tenaga kesehatan yang ada mempunyai kompetensi 
yang sesuai dengan standar mutu pelayanan di fasilitas 
kesehatan;

2. Kebijakan KBK perlu dilanjutkan untuk efisiensi dan 
efektifitas pelayanan di FKTP. Namun demikian, BPJS 
Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Prov/Ka-
b/Kota perlu memikirkan indikator yang tepat dan adil 
bagi FKTP di daerah-daerah sulit seperti NTT agar tidak 
menyulitkan FKTP untuk mencapai target yang 
ditetapkan.
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